Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang
terkait dengan perjalanan dinas dalam Negeri perlu
memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas
perjalanan dinas tersebut;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan
dan pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas
dalam Negeri bagi pelaksana perjalanan dinas di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Balangan,
perlu adanya pengaturan terkait mekanisme
pelaksanaan dan pertanggung jawaban perjalanan
dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur
Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya
Perjalanan Dinas;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 57)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR
BIAYA PERJALANAN DINAS.

BAB I
KETENTAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Balangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan.

Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut ASN Daerah
adalah Pegawai negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara.

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat
sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan dilingkungan pemerintah
kabupaten Balangan.

Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka
memimpin suatu organisasi Pemerintah Daerah.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.



10.

11.

12.
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23.

24.

25.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut
Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Balangan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut
anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Balangan.

Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah seseorang
yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional yang
tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat
berdasarkan perintah perundang-undangan.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati,
Wakil Bupati, ASN, dan Non Pegawai Negeri Sipil baik secara
perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ke
tempat yang dituju.

Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten adalah Perjalanan keluar tempat
kedudukan yang tempat tujuannya berada dalam wilayah Kabupaten
Balangan.

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi adalah
Perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di
luar kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Perjalanan Dinas Keluar Provinsi adalah perjalanan keluar tempat
kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan.

Uang Harian Perjalanan Dinas adalah uang yang diberikan sebagai
penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan
perintah perjalanan dinas.

Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah
surat perintah perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang.

Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja pelaksana
perjalanan dinas berada.

Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas
ketempat tujuan.

Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan
dinas.

Uang Representasi adalah tambahan uang saku yang yang diberikan
kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Sekretaris Daerah, wakil Ketua
dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II.

Biaya Transport adalah biaya yang diberikan untuk keperluan
perjalanan dinas dari tempat kedudukan/bertolak menuju tempat
tujuan sampai kembali ke tempat kedudukan semula.

Transportasi Umum adalah Model transportasi yang digunakan oleh
orang secara umum.



26. Terminal Umum  adalah Tempat bersinggahnya angkutan
umum/transportasi umum untuk melakukan bongkar muat
penumpang.

27.Ajudan adalah Seseorang yang secara khusus diberi tugas untuk
melakukan pengawalan.

28. Perorangan Berprestasi adalah warga masyarakat Kabupaten Balangan
yang memiliki kemampuan yang luar biasa dibidangnya dan telah
diakui oleh lembaga penilai resmi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Pertama
Tujuan Pejalanan Dinas

Pasal 2
Perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas untuk keperluan antara lain:
a. mengikuti pendidikan kedinasan, bimbingan teknis atau sejenisnya;
b. melakukan konsultasi, kooordinasi serta pertemuan lainnya;
c. mengikuti sosialisasi, rapat dan pertemuan lainnya;

d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan
di luar tempat kedudukan;

e. diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang
ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan
surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan
jabatan;

f. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan,;

g. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan,
berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cidera pada
waktu/karena melakukan tugas;

h. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang
meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;

i. keperluan lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 3

(1) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. perjalanan dinas oleh Pejabat Negara (Bupati / Wakil Bupati);

b. perjalanan dinas oleh ASN meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK);

c. perjalanan dinas oleh Non PNS;

d. Jaksa Pengacara Negara yang menangani kasus/sengketa
Pemerintah Daerah berdasarkan surat kuasa dari Bupati;



€.

anggota Tim yang dibentuk secara berjenjang dari Pemerintah Pusat
dan melibatkan instansi vertikal yang pembentukannya
berdasarkan perintah perundang-undangan;

(2) Perjalanan dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, meliputi :

(3)

(4)

a.
b.

e

pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;

tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Pegawai yang dipekerjakan
berdasarkan surat keputusan atau kontrak kerja yang
ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama
Bupati;

pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja dengan
kepala SKPD;

isteri Bupati atau isteri Wakil Bupati yang mendapatkan undangan
khusus untuk mendampingi Bupati atau Wakil Bupati dalam acara
khusus;

staf khusus Bupati;

ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati, ajudan pimpinan DPRD,
ajudan isteri Bupati dan ajudan isteri Wakil Bupati;

sopir;

. perorangan/kelompok berprestasi/yang ditunjuk oleh Bupati

sebagai duta/wakil daerah;

organisasi semi Pemerintah terdiri dari PKK, Gabungan Organisasi
Wanita (GOW), Darma Wanita Persatuan, Dewan Kerajinan Nasional
Daerah (Dekranasda), Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI);

tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh
Bupati untuk mengikuti kegiatan/acara Pemerintah Daerah,
Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat.

Perjalanan dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf h, huruf i dan huruf j dilaksanakan secara selektif dan terbatas.

Perjalanan dinas bagi non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ hanya dilakukan untuk perjalanan dinas dalam daerah/dalam
kabupaten.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS
(
Bagian Kesatu

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 4

Biaya perjalanan dinas terdiri dari :

a0 o

biaya transport;

uang harian;

biaya penginapan (akomodasi); dan

Uang Representasi.
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Pasal 5

Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil (termasuk juga
biaya bording pass/airport tax/penyeberangan);

b. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
c. biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

d. Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
hanya diberikan kepada :

Bupati;

Wakil Bupati;
Ketua DPRD;

Wakil Ketua DPRD;
Sekretaris Daerah;
Anggota DPRD; dan
Eselon II.

@m0 Qoo

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d dibayar dengan mengacu pada standar
satuan harga biaya perjalanan dinas.

Standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Untuk perjalanan dinas luar Provinsi, biaya perjalanan dinas
dibayarkan sebelum berangkat oleh Bendaharawan Pengeluaran SKPD
maksimal sebesar 50 % dari total perjalanan dinas dan dicatat sebagai
panjar dengan melampirkan copy telaahan staf, surat tugas dan rincian
biaya.

Selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelah
pelaksana selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 6

Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Jaksa Pengacara Negara
dibayarkan sesuai dengan golongan PNS yang melekat padanya.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) dipersamakan
dengan PNS sesuai dengan golongan yang melekat padanya.

Pelaksanaan perjalanan dinas bagi tim yang berasal dari instansi
vertikal dibayarkan sesuai dengan golongan yang melekat padanya.

Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Isteri Bupati dan Isteri Wakil Bupati
disamakan dengan perjalanan dinas bagi Eselon III.

Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Staf khusus Bupati disamakan
dengan perjalanan dinas PNS Eselon III.

Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT)
disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.



(7) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai yang dipekerjakan
berdasarkan kontrak kerja disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil
Golongan II.

(8) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi organisasi semi pemerintah
disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan II, khusus unsur
Ketua, Wakil Ketua dan Penasehat disamakan dengan PNS golongan
1.

(9) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi ADC/Ajudan Bupati, ADC/Ajudan
Wakil Bupati, ADC/Ajudan Pimpinan DPRD disamakan dengan
perjalanan dinas PNS Golongan II.

(10)Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Sopir non PNS disamakan dengan
perjalanan dinas PNS Golongan II.

(11)Pelaksanaan perjalanan dinas bagi perorangan/kelompok berprestasi
disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II.

(12)Pelaksanaan perjalanan dinas bagi tokoh
masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati
disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II.

BAB IV
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 7

(1) Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan biaya perjalanan
dinas berupa :

a. uang transport;
b. Uang Harian;
c. Uang Representasi;

(2) Terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah yang jarak
tempat tujuannya ternyata melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat
diberikan tambahan biaya transportasi yang diperhitungkan
berdasarkan jarak dari pusat Kecamatan menuju Desa tempat tujuan
yang dibayarkan sesuai biaya rill dengan mengacu pada standar biaya
yang ditetapkan.

(3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan
terhadap pelaksana perjalanan dinas yang menjalankan perintah
perjalanan dinas 8 (delapan) jam atau lebih.

(4) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya
diberikan kepada :

Bupati;

Wakil Bupati;

Ketua DPRD;

Wakil Ketua DPRD;

Sekretaris Daerah;

Anggota DPRD; dan

Eselon II.
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(5) Perjalanan dinas dalam daerah yang pelaksanaannya kurang dari 8
(delapan) jam, hanya diberikan biaya transportasi.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan mobil dinas
diberikan biaya transport berdasarkan kebutuhan biaya bahan bakar
minyak.

(2) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sebagai pengganti biaya transport dengan menunjukan bukti
pembelian bahan bakar minyak, dibayarkan sesuai biaya rill dan
maksimal sebesar tarif transport perjalanan dinas dalam daerah yang
berlaku.

(3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat menunjukan bukti
pembelian bahan bakar minyak, maka pelaksana perjalanan dinas
wajib membuat surat pernyataan penggunaan bahan bakar minyak.

(4) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) menjadi satu kesatuan dalam pertanggungjawaban biaya
perjalanan dinas.

Pasal 9

Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan dalam rangka
mengikuti pendidikan dan pelatihan / bimbingan teknis diberikan Uang
Harian Diklat.

BAB V
PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

Penyelenggaraan fungsi pengawasan dan pemeriksaan oleh aparatur pada
inspektorat juga berlaku ketentuan biaya perjalanan dinas, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

Pertanggung jawaban atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat tugas dan
laporan hasil pemeriksaan.

BAB VI
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM WILAYAH PROPINSI

Pasal 12

(1) Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas luar
Daerah dalam wilayah Propinsi diberikan:

a. biaya transport yang dibayarkan sesuai biaya rill dan/atau
berdasarkan tarif yang berlaku;

b. Uang Harian yang dibayarkan secara lumpsum,;

c. Uang Representatif dibayarkan secara lumpsum;



d. biaya hotel/penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, apabila
dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas
hotel/penginapan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan/hotel
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota
tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan
dinas yang ditetapkan;

2. biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada huruf d
angka 1 dibayarkan secara lumpsum.

e. khusus untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati), apabila
tidak menggunakan mobil dinas dapat diberikan biaya sewa
kendaraan dalam kota, dibayarkan sesuai biaya rill.

(2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat memperlihatkan
bukti pengeluaran biaya rill transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat
surat pernyataan daftar pengeluaran rill.

(3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan
sesuai jumlah hari perjalanan dinas.

(4) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dibayarkan sesuai jumlah hari perjalanan dinas. Uang Representasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ hanya diberikan kepada

(5) Biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :
Jumlah hari perjalanan dinas (H) - 1 x Tarif Biaya - Biaya hotel.

(6) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e diberikan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.

(7) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/swab test/PCR
test) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa
pandemi COVID-19.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan mobil dinas
diberikan biaya transport berdasarkan kebutuhan biaya bahan bakar
minyak (BBM) serta biaya penyeberangan (jika menggunakan fasilitas
penyebrangan).

(2) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan sesuai biaya rill dengan menunjukan bukti pembelian
bahan bakar minyak.

(3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat menunjukan bukti
pembelian bahan bakar minyak, maka pelaksana perjalanan dinas
wajib membuat surat pernyataan pengeluaran rill penggunaan bahan
bakar minyak (BBM) dan maksimal hanya sebesar tarif transport yang
berlaku.

(4) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) menjadi satu kesatuan dalam pertanggungjawaban biaya
perjalanan dinas.
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Pasal 14

Perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi yang dapat diberikan
uang penginapan adalah perjalanan dinas ke :

Kota Banjar Baru;

Kota Banjarmasin;

Kabupaten Banjar;

Kabupaten Barito Kuala;

Kabupaten Tanah Laut;

Kabupaten Tanah Bumbu; dan

g. Kabupaten Kota Baru.

e A0 TR

Perjalanan dinas ke Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu
Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong, dalam rangka
mengikuti kegiatan/acara yang jadwal pada undangan lebih dari 1
(satu) hari dapat diberikan biaya penginapan.

Pasal 15

Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa daerah, maka jarak tempuh
harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat tempat kedudukan,
kemudian disusul dengan perjalanan ke daerah selanjutnya.

Terhadap pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan biaya transportasi tambahan sesuai dengan tarif
transportasi umum antar daerah yang berlaku sesuai dengan rute
perjalanan yang dilaksanakan.

BAB VII
PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

Pasal 16

Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar
Provinsi diberikan :

a.
b.

C.

uang harian, dibayarkan secara lumpsum;
uang representatif dibayarkan secara lumpsum;

biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal
pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/
penginapan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar
30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan
sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang
ditetapkan;

2. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1
dibayarkan secara lumpsum.

biaya transport, dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan/atau
berdasarkan tarif yang berlaku;

khusus untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) dapat
diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota, dibayarkan sesuai biaya
rill.
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Pasal 17

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a
dibayarkan sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas.

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b
dibayarkan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.

Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf
c diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah hari perjalanan dinas (H) — 1 x Tarif Biaya - Biaya Hotel.

Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri

dari :

a. biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat bertolak
(Bandara) dan sebaliknya, sesuai dengan biaya rill transportasi yang
berlaku,;

b. biaya transport dari tempat bertolak (Bandara/Pelabuhan/Stasiun)
sampai ke terminal umum dalam kota tempat tujuan dan
sebaliknya, dibayarkan secara rill, sesuai dengan tarif transportasi
yang berlaku;

c. biaya transport dari bandara/terminal umum dikota tempat tujuan
ke hotel, dan sebaliknya dibayarkan sesuai biaya rill transport atau
sesuai tarif transport yang berlaku;

d. biaya transport dari hotel/penginapan ke tempat acara, dan
sebaliknya, dibayarkan sesuai biaya rill transport, sesuai tarif
transport yang berlaku;

e. biaya bagasi pesawat.

biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 huruf e diberikan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk
perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat Pimpinan (Bupati dan
Wakil Bupati) atau sejenisnya, maka sewa kendaraan hanya
dibayarkan selama 2 (dua) hari, yaitu hari keberangkatan dan hari
kepulangan.

Uang harian dan Uang Representasi dibayarkan sejumlah hari selama
berada di wilayah tempat tujuan.

Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/swab test/PCR
test) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa
pandemi COVID-19).

Biaya pemeriksaaan kesehatan COVID-19 (rapid test/swab test/PCR
test) untuk pelaksana perjalanan dinas yang tidak jadi berangkat
karena hasil pemeriksaan yang dinyatakan positif, dapat dibayarkan
sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19)
dengan melampirkan bukti hasil pemeriksaan yang di tandatangani
oleh petugas yang berwenang dan dan Surat Tugas yang sudah di
tanda tangani oleh Bupati.
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(10) Dalam hal hasil rapid test/swab/PCR test pada saat ditempat tujuan
dinyatakan positif sehingga tidak dibolehkan masuk pesawat untuk
kembali sesuai surat tugas, maka pelaksana perjalanan dinas
diberikan biaya penginapan dan uang harian tambahan paling lama 14
(empat belas) hari untuk menjalani masa isolasi ditempat tujuan.

Pasal 18

(1) Dalam hal perjalanan dinas keluar Provinsi dilakukan ke tempat
tujuan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat, perjalanan
dinas dapat dilakukan dengan menggunakan transportasi di darat.

(2) Terhadap pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan biaya transport berdasarkan tarif transportasi umum
yang berlaku dan dibayarkan sesuai biaya rill.

(3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat menunjukan bukti
biaya rill transportasi, maka pelaksana perjalanan dinas wajib
membuat surat pernyataan pengeluaran rill transport.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan mobil dinas
diberikan biaya transport berdasarkan kebutuhan biaya bahan bakar
minyak (BBM) serta biaya penyeberangan (jika menggunakan fasilitas
penyeberangan).

(2) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan sesuai biaya rill dengan menunjukan bukti pembelian
bahan bakar minyak.

(3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat menunjukan bukti
pembelian bahan bakar minyak, maka pelaksana perjalanan dinas
wajib membuat surat pernyataan pengeluaran rill penggunaan bahan
bakar minyak (BBM) berdasarkan tarif transport umum yang berlaku.

(4) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) menjadi satu kesatuan dalam pertanggungjawaban biaya
perjalanan dinas.

BAB VIII
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

(1) Guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Daerah,
keikutsertaan dalam penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan/bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan
pengembangan kapasitas sumber daya manusia diprioritaskan
dilaksanakan dalam daerah atau dalam wilayah propinsi.
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Dalam hal terdapat kebutuhan untuk mengikuti pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis di luar Daerah tetap
dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi,
kualitas penyelenggara, kompetensi narasumber, kualitas materi serta
aspek manfaat.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti
Diklat Struktural dan Fungsional

Pasal 21

Ketentuan biaya perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi dan biaya
perjalanan dinas luar Provinsi berlaku juga terhadap perjalanan dinas
dalam rangka mengikuti diklat struktural atau diklat fungsional.

Dalam hal pihak penyelenggara diklat struktural dan diklat fungsional
telah menanggung biaya hotel/penginapan, maka pelaksana perjalanan
dinas tidak lagi diberikan biaya hotel/penginapan.

Pelaksana perjalanan dinas diberikan Uang Harian Perjalanan Dinas
pada saat hari keberangkatan dan pada saat pulang dari tempat diklat.

Pelaksana perjalanan dinas diberikan Uang Harian Diklat pada saat
ditempat diklat struktural atau Diklat fungsional diselenggarakan,
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat
struktural dan diklat fungsional dilaksanakan sesuai tahapan yang
ditentukan oleh penyelenggara.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti
Diklat Teknis

Pasal 22

Diklat teknis/bimbingan teknis hanya dapat diikuti apabila
diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah,
Instansi swasta yang memiliki izin.

Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat teknis/bimbingan
teknis, dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD.

Pasal 23

Pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian perjalanan dinas
pada saat hari keberangkatan dan pada saat pulang dari tempat diklat.

Pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian diklat pada saat
ditempat/mengikuti diklat/bimbingan teknis diselenggarakan sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Dalam hal pihak penyelenggara diklat teknis, telah menanggung biaya
hotel/penginapan, maka pelaksana perjalanan dinas tidak lagi
diberikan biaya hotel/penginapan.
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(4) Apabila pihak penyelenggara tidak menanggung biaya
hotel/penginapan, maka kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan
biaya hotel/penginapan sesuai tarif yang berlaku dan merupakan batas
tertinggi.

(5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas
hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan
diberikan biaya penginapan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar
30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat
tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang
ditetapkan;

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan
secara lumpsum.

(6) Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat Teknis
dialokasikan pada DPA SKPD masing-masing sesuai kode rekening
berkenaan.

Pasal 24

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar/
rapat/sosialisasi/diseminasi/simposium/workshop/seminar/ lokakarya /
kegiatan sejenis, yang dalam pelaksanaannya mewajibkan kontribusi bagi
peserta, maka terhadap pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian
sesuai standar biaya perjalanan dinas dalam mengikuti Diklat/Bimtek.

BAB IX
BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

Pasal 25

(1) Pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dunia sedang atau dalam
melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya :

a. biaya pemetian;
b. biaya angkutan jenazah.

(2) Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah pelaksana
perjalanan dinas bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan
maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari.

(3) Biaya perjalanan dinas bagi anggota keluarga sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disamakan dengan PNS golongan II.

BAB X
SURAT PERINTAH TUGAS DAN
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Surat Perintah Tugas

Pasal 26
(1) Pengajuan surat perintah tugas melaksanakan perjalanan dinas keluar

daerah disertai dengan undangan/telex/surat dan/atau telaahan staf
yang disetujui Bupati.



15

(2) Dalam hal Bupati tidak berada di tempat, persetujuan telaahan staf
dapat diberikan oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

(3) Pelaksanaan perjalanan dinas untuk satu tujuan yang sama dalam 1
(satu) SKPD, diajukan dalam 1 (satu) telaahan staf dan surat perintah
tugas yang sama.

(4) Dalam hal tidak terdapat undangan/telex/surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka pengajuan surat perintah tugas hanya
disertai dengan telaahan staf.

Pasal 27

Penandatanganan surat perintah tugas diatur sebagai berikut :

(1) Penandatanganan surat perintah tugas dalam Daerah ditetapkan
sebagai berikut :

a. Bupati dan Wakil Bupati, ditanda tangani oleh Bupati atau Wakil
Bupati;

b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh
Pimpinan DPRD (Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD);

c. Pejabat Eselon II, Eselon III, Jabatan Fungsional, Eselon IV, PNS
Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I dan Non PNS
yang dipersamakan ditanda tangani oleh Kepala SKPD, dalam hal
Kepala SKPD tugas luar/cuti, penandatanganan dapat dilakukan
oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.

(2) Penandatanganan surat perintah tugas luar Daerah dalam provinsi
ditetapkan sebagai berikut :

a. Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Eselon III di
tandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;

b. apabila Bupati sedang tugas luar/cuti/tidak berada ditempat, surat
perintah tugas ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama
Bupati;

c. Eselon IV, PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I
dan Non PNS yang dipersamakan, ditanda tangani oleh Sekretaris
Daerah;

d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh
Pimpinan DPRD (Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD).

(3) Penandatanganan surat perintah tugas ke luar provinsi ditetapkan
sebagai berikut :

a. Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Eselon III, Eselon 1V,
Eselon V, PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I
dan Non PNS yang dipersamakan, ditanda tangani oleh Bupati.

b. Apabila Bupati sedang tugas luar/cuti/tidak berada ditempat, surat
perintah tugas ditanda tangani oleh Wakil Bupati atau Sekretaris
Daerah atas nama Bupati;

c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh
Pimpinan DPRD (Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD).
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Bagian Kedua
Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 28

Penandatanganan SPPD oleh Kepala SKPD

Dalam hal Kepala SKPD cuti/tugas luar, penandatanganan SPPD
dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.

Khusus penandatanganan SPPD untuk Bupati dan Wakil Bupati
dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati

BAB XI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 29

Pelaksana perjalanan dinas yang telah melaksanakan perjalanan dinas
menyampaikan laporan hasil perjalanan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja terhitung sejak perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

(1)

(2)

Pasal 30

Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas dalam
Daerah, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya
yang terdiri dari :

a. surat perintah tugas (contoh surat tugas sebagaimana terlampir);

b. SPPD, yang ditanda tangani dan di stempel oleh Pejabat pada
tempat yang dituju (contoh SPPD sebagaimana terlampir);

c. laporan hasil perjalanan dinas (contoh laporan hasil perjalanan
dinas sebagaimana terlampir);

d. rincian biaya (contoh rincian biaya sebagaimana terlampir);

e. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari
1 (satu) orang (contoh daftar rincian biaya sebagaimana terlampir);

f. bukti biaya transport dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan
dan sebaliknya;

g. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana perjalanan
dinas yang tidak dapat melampirkan bukti biaya transport pada
huruf f (contoh surat pernyataan daftar pengeluaran rill
sebagaimana terlampir);

h. kwitansi beban sementara.

Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar
Daerah dalam Provinsi wajib menyampaikan dokumen
pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :

a. telaahan staf, telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak
penyelenggara (jika ada);

b. surat perintah tugas;

c. surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang ditandatangani dan
distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
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laporan hasil perjalanan dinas;

e. rincian biaya;

daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari
1 (satu) orang;

daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari pihak
penyelenggara Diklat teknis/bimbingan teknis atau sejenisnya,
apabila penyelenggaraan Diklat mewajibkan setor biaya kontribusi
(contoh daftar rincian biaya kontribusi sebagaimana terlampir);

bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas
hotel/penginapan,;

bukti biaya transport dari tempat kedudukan menuju kota tujuan
dan sebaliknya; dan

kwitansi sewa kendaraan dalam kota (khusus untuk Bupati dan
wakil Bupati);

surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana perjalanan
dinas yang tidak dapat melampirkan bukti biaya transport pada
huruf i (contoh surat pernyataan daftar pengeluaran rill
sebagaimana terlampir);

kwitansi biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/swab
test/PCR test); dan

m. kwitansi beban sementara.

Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar
Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya
yang terdiri dari :

a.

b.

telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara
(jika ada);

telaahan staf dan surat perintah tugas;

surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang ditandatangani dan
distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;

laporan hasil perjalanan dinas;
rincian biaya;

daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari
1 (satu) orang;

daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari panitia
penyelenggara apabila perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka
mengikuti diklat teknis, bimbingan teknis atau sejenisnya yang
diwajibkan membayar biaya kontribusi;

tiket pesawat/bus/kereta api/kapal laut (untuk tiket pesawat
dilampiri dengan boarding pass dan airport tax);

bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas
hotel/penginapan);

bukti biaya transport dari tempat kedudukan menuju bandara dan
sebaliknya;

kwitansi sewa kendaraan dalam kota (khusus untuk Bupati dan
wakil Bupati);
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1. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana perjalanan
dinas yang tidak dapat melampirkan bukti biaya transport pada
huruf j;

m. bukti pembayaran bagasi pesawat; (jika ada)

n. bukti biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/swab
test/PCR test); (jika ada)

o. surat keterangan tambahan perjalanan dinas (bagi yang
mendapatkan tugas tambahan hari perjalanan dinas);

p. kwitansi beban sementara.

(4) Pertanggungjawaban biaya untuk sopir ditentukan sebagai berikut :

a. sopir yang melaksanakan tugas mengantar dan menjemput
pimpinannya ke bandara wajib menyampaikan dokumen
pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :

1. surat perintah tugas dari Kepala SKPD;

2. laporan hasil perjalanan dinas yang diketahui oleh Pimpinan
yang diantar dan dijemput;

3. foto copy surat tugas Pimpinan yang diantar dan dijemput;
4. rincian biaya; dan

5. kwitansi beban sementara.

b. sopir yang melaksanakan tugas melayani tamu dalam kota,
mengantar dan atau menjemput tamu ke/dari bandara wajib
menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri
dari :

1. surat perintah tugas dari Kepala SKPD;

2. laporan hasil perjalanan dinas yang diketahui oleh Pimpinan
yang memberi tugas/yang menugasi;

3. rincian biaya; dan

4. kwitansi beban sementara.

c. sopir yang melaksanakan tugas membawa pimpinan perjalanan
dinas luar Daerah dalam wilayah Provinsi serta perjalanan dinas
luar Provinsi yang menggunakan mobil dinas wajib menyampaikan
dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :

surat perintah tugas dari Kepala SKPD;
SPPD;

laporan hasil perjalanan dinas;

rincian biaya;

1
2
3
4. foto copy surat tugas Pimpinan yang diantar dan dijemput;
5
6. kwitansi beban sementara; dan

7

bukti pembayaran hotel (bagi yang menggunakan fasilitas
hotel/penginapan).

d. Sopir ambulan dan tenaga medis yang melaksanakan tugas
mengantar pasien rujukan ke luar daerah wajib menyampaikan
dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
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surat perintah tugas;
SPPD;
laporan hasil perjalanan dinas;

rincian biaya; dan

ook L b=

kwitansi beban sementara.

Pasal 31

Sopir yang membawa pimpinan dalam melaksanakan perjalanan dinas
keluar Daerah dapat diberikan tarif kamar terendah pada penginapan
yang sama dengan pimpinan yang dibawa.

Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
Bupati;

Wakil Bupati

Pimpinan DPRD;

Sekretaris Daerah;

Asisten;

Kepala SKPD; dan

Staf Ahli Bupati.

@00 T

Sopir komisi pada DPRD atau sopir pada alat kelengkapan DPRD yang
membawa anggota DPRD melaksanakan perjalanan dinas diberikan
biaya perjalanan dinas dan tarif kamar setara golongan II.

Pasal 32

Sopir yang melaksanakan tugas mengantar dan menjemput Pimpinan
ke bandara hanya diberikan uang saku selama 2 (dua) hari yaitu 1
(satu) hari mengantar dan 1 (satu) hari menjemput.

Sopir yang melaksanakan tugas melayani tamu dalam kota,
mengantar dan atau menjemput tamu ke/dari bandara, hanya
diberikan uang saku/harian selama ditugasi Pimpinan.

Sopir komisi pada DPRD atau sopir pada alat kelengkapan DPRD yang
melaksanakan tugas mengantar dan menjemput pimpinan ke bandara
hanya diberikan uang saku selama 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari
mengantar dan 1 (satu) hari menjemput.

Sopir ambulan dan tenaga medis yang melaksanakan tugas mengantar
pasien rujukan ke luar daerah, hanya diberikan uang saku/harian
selama ditugasi Pimpinan.

Pasal 33

Pertanggung jawaban bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan
fasilitas penginapan/hotel, maka bukti pembayaran hotel ditentukan
sebagai berikut :

a.

perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi, wajib menggunakan
bukti pembayaran resmi dari hotel atau melalui jasa pemesanan hotel
secara online;
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b. perjalanan dinas luar Provinsi, dapat menggunakan bukti pembayaran
hotel atau kwitansi dari biro jasa pemesanan hotel pada outlet yang
tersedia atau melalui jasa pemesanan hotel secara online;

c. bagi yang menggunakan biro jasa pemesanan hotel, bukti pembayaran
disertai dengan voucher resmi atau fotocopy yang dikeluarkan oleh biro
jasa yang bersangkutan;

d. bagi yang menggunakan jasa pemesanan secara online bukti
pembayaran meliputi, kwitansi pembayaran (jika ada), voucher dan
bukti transfer pembayaran (dalam hal tidak bisa mencantumkan bukti
transfer, dapat mnggunakan surat pernyataan biaya riil).

Pasal 34

ADC/Ajudan Bupati, ADC/Ajudan Wakil Bupati, ADC/Ajudan pimpinan
DPRD, ADC/Ajudan Sekretaris Daerah dan staf khusus yang mendampingi
pejabat bersangkutan melaksanakan perjalanan dinas keluar Provinsi
dapat diberikan tarif kamar terendah pada penginapan/hotel yang sama
dengan pejabat yang didampingi.

BAB XII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 35

ASN yang berkedudukan sebagai pelaksana tugas (Plt) ditentukan sebagai
berikut:

1. apabila undangan/fax/surat/telex/email yang mewajibkan kehadiran
berdasarkan jabatan, maka surat perintah tugas dan surat perintah
perjalanan dinas serta biaya perjalanan dinasnya sesuai jabatan
pelaksana tugas (Plt);

2. apabila perintah langsung berdasarkan disposisi dari Pimpinan
menunjuk pada jabatan Plt yang diembannya, maka surat perintah
tugas dan surat perintah perjalanan dinas serta biaya perjalanan
dinasnya sesuai jabatan pelaksana tugas (Plt);

3. dalam hal undangan/fax/surat/telek/email atau perintah langsung
atasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak ada
keterkaitan dengan jabatan PIt yang diembannya, maka surat perintah
tugas dan surat perintah perjalanan dinas serta biaya perjalanan
dinasnya sesuai jabatan definitifnya.

Pasal 36

(1) Instansi di luar Pemerintah Daerah yang datang ke Balangan untuk
memberikan pelayanan dan sebagainya berdasarkan surat perjanjian
kerjasama, dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan
jabatan dan golongan PNS yang melekat padanya.

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan
dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :

a. surat perintah tugas dari Kepala Instansi Pengutus;

b. surat perintah perjalanan dinas yang ditanda tangani SKPD;
c. laporan pelaksanaan pelayanan yang dilakukan;

d. rincian biaya;

e. kwitansi beban sementara; dan
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f. bukti pembayaran hotel (bagi yang menggunakan fasilitas
hotel/penginapan).

Pasal 37

(1) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar
Daerah dalam wilayah Provinsi dan/atau perjalanan dinas keluar
Provinsi dapat diberikan tugas tambahan ke Daerah tujuan lain secara
berkelanjutan (tidak terputus).

(2) Dalam hal lanjutan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berakibat pada bertambahnya jumlah hari perjalanan dinas, maka
kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan biaya
perjalanan dinas yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya
tambahan perjalanan dinas dengan disertai surat keterangan
tambahan perjalanan dinas dari atasan yang mengeluarkan surat
tugas.

(3) Tarif yang digunakan dalam perjalanan dinas lanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang berlaku pada Daerah yang
menjadi tujuan selanjutnya.

Pasal 38

Tambahan hari dan biaya perjalanan dinas juga dapat diberikan
dikarenakan alasan gangguan akibat bencana alam atau gangguan
penerbangan yang berakibat tertundanya perjalanan dinas sampai hari
berikutnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari maskapai
penerbangan atau pimpinan yang memerintahkan perjalanan dinas.

Pasal 39

Perjalanan Dinas oleh Isteri Bupati atau Wakil Bupati yang dilaksanakan
dalam rangka mendampingi Bupati atau Wakil Bupati yang diundang
dalam acara tertentu, terhadapnya tidak diberikan biaya penginapan.

Pasal 40

(1) Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja di SKPD yang
melaksanakan tugas peliputan berita kegiatan Bupati/Wakil
Bupati/Sekretaris Daerah, dapat melakukan perjalanan dinas luar
daerah.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan surat tugas dari Bupati/Wakil Bupati.

(3) Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
maksimal untuk 2 (dua) orang staf non PNS.

Pasal 41
Surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas bagi Sopir ambulan dan

tenaga medis yang melaksanakan tugas mengantar pasien rujukan ke luar
daerah ditandatangani oleh Direktur RSUD /Kepala PUSKESMAS.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Balangan
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri
dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 19) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 98 Tahun 2021 tentang
Perubahan Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya
Perjalanan Dinas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 98) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
ada tanggal 3 Januari 2022

BALANGAN,

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 1



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.

A.

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
1. STANDAR BIAYA UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN
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No. SATUAN UANG TRANSPORT UANG TRANSPORT TAMBAHAN
TUJUAN PERJALANAN DINAS DARI PUSAT KECAMATAN KE
ANTAR KECAMATAN DESA

1 2 3 4

A. Paringin Selatan ke :
1. Kec. Paringin 40.000,- | Perjalanan Dinas yang melewati
2. Kec. Batu Mandi 40.000,- pusat Kecamatan (ke Desa),
3. Kec. Lampihong 60.000,- | dapat diberikan tambahn biaya
4. Kec. Awayan Orang/kali 60.000,- (ilel? gan llgetgn(;cggn
5. Kec. Tebing Tinggi 80.000,- R
6. Kec. Juai 60.000,-
7. Kec. Halong 100.000,-

B Paringin Ke :
1. Paringin Selatan 40.000.- | Perjalanan Dinas yang melewati
2. Lampihong 60.000,- pusat Kecamatan (ke Desa),
3. Batu Mandi 60.000, - dapat diberikan tambahn biaya
4. Juai Orang/kali 60.000,- dengan ggtgéggg,rf
5. Halong 100.000,-
6. Awayan 80.000,-
7. Tebing Tinggi 100.000,-

C Batu Mandi Ke :
1. Paringin Selatan . 40.000,-
2. Lampihong Orang/kali 60.000,-
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3. Awayan 60.000,- | Perjalanan Dinas yang melewati
4. Tebing Tinggi 100.000,- pusat Kecamatan (ke Desa),
5. Paringin 60.000,- | dapat diberikan tambahn biaya
6. Juai 80.000.- dengan ketentuan
1 km = Rp 5.000,-
7. Halong 100.000,-
Lampihong Ke :
1. Paringin Selatan 60.000,- | Perjalanan Dinas yang melewati
2. Paringin 60.000,- pusat Kecamatan (ke Desa),
3. Batu Mandi 60.000, - dapat diberikan tambahn biaya
- . dengan ketentuan
4. Juai Orang/kali 80.000,- ) kri — Rp 5.000,-
5. Halong 100.000,-
6. Awayan 100.000,-
7. Tebing Tinggi 100.000,-
Awayan Ke :
1. Paringin Selatan 60.000,- | Perjalanan Dinas yang melewati
2. Tebing Tinggi 60.000,- pusat Kecamatan (ke Desa),
3. Batu Mandi 60.000,- dapat diberikan tambahn biaya
: B dengan ketentuan
s Pacingin Orang/kali oo 1 km = Rp 5.000,-
6. Lampihong 100.000,-
7. Halong 100.000,-
Juai
1. Paringin Selatan 60.000,- | Perjalanan Dinas yang melewati
2. Halong 60.000,- pusat Kecamatan (ke Desa),
3. Paringin 60.000,- | dapat diberikan tambahn biaya
4. Awayan 80.000 - dengan ketentuan
5. Tebing Tinggi : 100.000,- 1 km =Rp 5.000,-
Orang/kali ’
6. Batu Mandi 100.000,-
7. Lampihong 100.000,-
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G Halong Ke :
1. Juai 60.000,- | Perjalanan Dinas yang melewati
2. Paringin Selatan 100.000,- pusat Kecamatan (ke Desa),
3. Paringin Orang/kali 100.000,- | dapat diberikan tambahn biaya
4. Awayan 100.000,- dengan ketentuan
5. Tebing Tinggi 100.000, - 1 km = Rp 5.000,-
6. Batu Mandi 100.000,-
7. Lampihong 100.000,-

H Tebing Tinggi
1. Awayan 60.000,- | Perjalanan Dinas yang melewati
2. Paringin Selatan 80.000,- pusat Kecamatan (ke Desa),
3. Batu Mandi 100.000,- dapat diberikan tambahn biaya
4. Paringin Orang/kali 100.000,- ‘fel?ga? getgngggn
5. Juai 100.000,- R e
6. Halong 100.000,-
7. Lampihong 100.000,-

2. UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM KECAMATAN

Dalam Kecamatan

Orang/kali

Rp 20.000, -

Dapat diberikan tambahan biaya
apabila desa dalam kecamatan
yang dituju melebihi jarak 5
Km,dengan ketentuan

km = Rp 5.000

3. UANG HARIAN DALAM RANGKA PENDIDIKAN DAN

Rp 110.000,- (SERATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)
4. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS SEBESAR Rp. 150.000,-. (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS DAN SEJENISNYA SEBESAR
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5. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE DESA TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL, DAN SANGAT-SANGAT TERPENCIL.

PEJABAT
BUPATI dan | PIMPINAN Sglgg gXAN l;ESﬁ%Al\? ESELON GOLONGAN
No | Desa Tujuan WAKIL DPRD IV/GOLONGAN | II/GOLONGAN
BUPATI PEJABAT | III/GOLONG - :
ESELON II AN IV X
1 | TERPENCIL 750.000,- | 375.000,- | 350.000,- 325.000,- 300.000,- 250.000,-
2 | SANGAT 1.000.000,- | 450.000,- | 425.000,- 400.000, - 375.000,- 350.000,-
TERPENCIL
3 | SANGAT- 1.500.000,- | 1.250.000,- | 1.000.000,- | 750.000,- 700.000,- 700.000, -
SANGAT
TERPENCIL

» Uang harian ke Desa sangat-sangat terpencil sudah termasuk biaya transportasi, khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati

dapat diberikan Bahan Bakar Minyak.

» Pengelompokan status desa sebagaimana dimaksud pada angka 6, ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
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B. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS UANG HARIAN DALAM WILAYAH PROVINSI

No. | Kabupaten/Kota Tujuan SATUAN [FJ’%II\L(}AI_IIQEKA&\I UANG HA(RRIAN DIKLAT
DINAS (Rp) p)
1 KOTA BARU Orang/Hari 380.000,- 110.000,-
2 TANAH BUMBU Orang/Hari 380.000,- 110.000,-
3 TANAH LAUT Orang/Hari 380.000,- 110.000,-
4 BARITO KUALA Orang/Hari 380.000,- 110.000,-
5 BANJARMASIN Orang/Hari 380.000,- 110.000,-
6 BANJARBARU Orang/Hari 380.000,- 110.000,-
7 BANJAR Orang/Hari 380.000,- 110.000,-
8 TAPIN Orang/Hari 380.000,- 110.000,-
9 HUSI‘SL%ED?AI Orang/Hari 380.000,- 110.000,-
10 | HULU SUNGAI TENGAH | ©Orang/Hari 380.000,- 110.000,-
11 | HULU SUNGAI UTARA | Orang/Hari 380.000,- 110.000,-
12 TABALONG Orang/Hari 380.000,- 110.000,-
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C. STANDAR SATUAN HARGA BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BATAS TERTINGGI
No. Kota Tujuan SATUAN BIAYA TRANSPORTASI
(Rp)
1 | Kab. Tabalong Orang/Kali 100.000,-
2 | Kab. Hulu Sungai Utara Orang/Kali 100.000,-
3 | Kab. Hulu Sungai Tengah Orang/Kali 100.000,-
4 | Kab. Hulu Sungai Selatan Orang/Kali 120.000,-
5 | Kab. Tapin Orang/Kali 150.000,-
6 | Kab. Banjar Orang/Kali 200.000,-
7 | Kota Banjarbaru Orang/Kali 225.000,-
8 | Kota Banjarmasin Orang/Kali 230.000,-
9 | Kab. Barito Kuala Orang/Kali 400.000,-
10 | Kab.Tanah Laut Orang/Kali 380.000,-
11 | Kab. Tanah Bumbu Orang/Kali 500.000,-
12 | Kab. Kota Baru Orang/Kali 550.000,-

Khusus untuk perjalanan dinas yang menggunakan transportasi umum berupa pesawat terbang, maka biaya
yang dibayar adalah sesuai biaya rill pada tiket + Airforttax.
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D. STANDAR BIAYA TARIF HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
BUPATIDAN |, coma PEJABAT PEJABAT GOLONGAN
WAKIL DPRD DAN ESELON ESELON 1IV/, | II/ GOLONGAN I
No. | KABUPATEN/KOTA BUPATI/ pEJABAT | I/ GOLONGAN | GOLONGAN
PIMPINAN 1\ 111 (Rp)
ESELON II
DPRD (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)

1 BANJARMASIN 4.797.000,- | 3.316.000,- 1.500.000,- 540.000,- 540.000,-
2 BANJABARU 4.797.000,- | 3.316.000,- 1.500.000,- 540.000,- 540.000,-
3 BANJAR 4.797.000,- | 3.316.000,- 1.500.000,- 540.000,- 540.000,-
4 | TANAH LAUT 4.797.000,- | 3.316.000,- 1.500.000,- 540.000,- 540.000,-
5 BARITO KUALA 4.797.000,- | 3.316.000,- 1.500.000,- 540.000,- 540.000,-
6 KOTA BARU 4.797.000,- | 3.316.000,- 1.500.000,- 540.000,- 540.000,-
7 | TANAH BUMBU 4.797.000,- | 3.316.000,- 1.500.000,- 540.000,- 540.000,-
8 | TAPIN 2.797.000,- | 1.316.000,- 1.000.000,- 540.000,- 540.000,-
9 HULU SUNGAI 2.797.000,- | 1.316.000,- 1.000.000,- 540.000,- 540.000,-

SELATAN
10 | HULU SUNGAI 2.797.000,- | 1.316.000,- 1.000.000,- 540.000,- 540.000,-

TENGAH
11 | HULU SUNGAI 2.797.000,- | 1.316.000,- 1.000.000,- 540.000,- 540.000,-

UTARA
12 | TABALONG 2.797.000,- | 1.316.000,- 1.000.000,- 540.000,- 540.000,-




E. STANDAR BIAYA UANG HARIAN LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
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UANG HARIAN UANG HARIAN
No. Propinsi Tujuan SATUAN PERJALANAN DINAS DIKLAT
(Rp)

1 ACEH Orang/Hari 360.000,- 110.000,-
2 SUMATERA UTARA Orang/Hari 370.000,- 110.000,-
3 RIAU Orang/Hari 370.000,- 110.000,-
4 KEPULAUAN RIAU Orang/Hari 370.000,- 110.000,-
S JAMBI Orang/Hari 370.000,- 110.000,-
6 SUMATERA BARAT Orang/Hari 380.000,- 110.000,-
7 SUMATERA SELATAN Orang/Hari 380.000,- 110.000,-
8 LAMPUNG Orang/Hari 380.000,- 110.000,-
9 BENGKULU Orang/Hari 380.000,- 110.000,-
10 | BANGKA BELITUNG Orang/Hari 410.000,- 120.000,-
11 | BANTEN Orang/Hari 370.000,- 110.000,-
12 | JAWA BARAT Orang/Hari 430.000,- 130.000,-
13 | D.K.I JAKARTA Orang/Hari 530.000,- 160.000,-
14 | JAWA TENGAH Orang/Hari 370.000,- 110.000,-
15 | D.I YOGYAKARTA Orang/Hari 420.000,- 130.000,-
16 | JAWA TIMUR Orang/Hari 410.000,- 120.000,-
17 | BALI Orang/Hari 480.000,- 140.000,-
18 | NUSA TENGGARA BARAT Orang/Hari 440.000,- 130.000,-
19 | NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Hari 430.000,- 130.000,-
20 | KALIMANTAN BARAT Orang/Hari 380.000,- 110.000,-
21 | KALIMANTAN TENGAH Orang/Hari 360.000,- 110.000,-
22 | KALIMANTAN TIMUR Orang/Hari 430.000,- 130.000,-
23 | KALIMANTAN UTARA Orang/Hari 430.000,- 130.000,-
24 | SULAWESI UTARA Orang/Hari 370.000,- 110.000,-
25 | GORONTALO Orang/Hari 370.000,- 110.000,-
26 | SULAWESI BARAT Orang/Hari 410.000,- 120.000,-
27 | SULAWESI SELATAN Orang/Hari 430.000,- 130.000,-
28 | SULAWESI TENGAH Orang/Hari 370.000,- 110.000,-
29 | SULAWESI TENGGARA Orang/Hari 380.000,- 110.000,-
30 | MALUKU Orang/Hari 380.000,- 110.000,-
31 | MALUKU UTARA Orang/Hari 430.000,- 130.000,-
32 | PAPUA Orang/Hari 580.000,- 170.000,-
33 | PAPUA BARAT Orang/Hari 480.000,- 140.000,-
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F. STANDAR BIAYA TARIF HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No. PROVINSL Wi[éffgb?’ﬁ% ) S}EISDG ng& PEJABAT ESELON | PEJABAT ESELON GOLONGAN
A, PEJABAT 11[/GOLONGAN IV | IV/GOLONGAN III 11/ GOLONGAN I
ESELON I
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM 4.420.000 3.526.000 1.294.000 556.000 556.000
2 | SUMATERA UTARA 4.960.000 1.518.000 1.100.000 530.000 530.000
3 | RIAU 3.820.000 3.119.000 1.650.000 852.000 852.000
4 | KEPULAWAN RIAU 4.275.000 1.854.000 1.037.000 792.000 792.000
5 | JAMBI 4.000.000 3.337.000 1.212.000 580.000 580.000
6 | SUMATRA BARAT 5.236.000 3.332.000 1.353.000 650.000 650.000
7 | SUMATRA SELATAN 5.850.000 3.083.000 1.571.000 861.000 861.000
8 | LAMPUNG 4.491.000 2.067.000 1.140.000 580.000 580.000
9 | BENGKULU 2.071.000 1.628.000 1.546.000 630.000 630.000
10 | BANGKA BELITUNG 3.827.000 2.838.000 1.057.000 622.000 622.000
11 | BANTEN 5.725.000 2.373.000 1.000.000 718.000 718.000
12 | JAWA BARAT 5.381.000 2.755.000 1.006.000 570.000 570.000
13 | D.K.I JAKARTA 5.850.000 1.490.000 992.000 730.000 730.000
14 | JAWA TENGAH 4.242.000 1.480.000 954.000 600.000 600.000
15 | D.I YOGYAKARTA 5.017.000 2.695.000 1.384.000 845.000 845.000
16 | JAWA TIMUR 4.400.000 1.605.000 1.076.000 664.000 664.000
17 | BALI 4.890.000 1.046.000 990.000 910.000 910.000
18 | NUSA TENGGARA BARAT 3.500.000 2.648.000 1.418.000 580.000 580.000
10 | NUSA TENGGARA TIMUR 3.000.000 1.493.000 1.355.000 550.000 550.000
20 | KALIMANTAN BARAT 2.654.000 1.538.000 1.125.000 538.000 538.000
21 | KALIMANTAN TENGAH 4.901.000 3.391.000 1.160.000 659.000 659.000
22 | KALIMANTAN TIMUR 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.000
23 | KALIMANTAN UTARA 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.000
24 | SULAWESI UTARA 4.919.000 2.290.000 924.000 782.000 782.000
25 | GORONTALO 4.168.000 2.549.000 1.431.000 764.000 764.000
26 | SULAWESI BARAT 4.076.000 2.581.000 1.075.000 704.000 704.000
27 | SULAWESI SELATAN 4.820.000 1.550.000 1.020.000 732.000 732.000
28 | SULAWESI TENGAH 2.309.000 2.027.000 1.567.000 951.000 951.000
29 | SULAWESI TENGGARA 2.475.000 2.059.000 1.297.000 786.000 786.000
30 | MALUKU 3.467.000 3.240.000 1.048.000 667.000 667.000
31 | MALUKU UTARA 3.440.000 3.175.000 1.073.000 600.000 600.000
32 | PAPUA 3.859.000 3.318.000 2.521.000 829.000 829.000
33 | PAPUA BARAT 3.872.000 3.212.000 2.056.000 718.000 718.000
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G. STANDAR BIAYA TAKSI BANDARA/STASIUN/PELABUHAN DAN BAGASI
PESAWAT SERTA DARI HOTEL KE TEMPAT TUJUAN (PP) PERJALANAN
DINAS LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BIAYA TAKSI DARI | BIAYA TAKSI BIAYA
BANDARA KE DARI HOTEL BAGASI
No PROVINSI SATUAN HOTEL TEMPAT KE TEMPAT PESAWAT
TUJUAN KEGIATAN
(Rp) (Rp) (Rp)

1 | ACEH Orang /Kali 123.000,- 123.000,- 500.000,-
2 | SUMATERA UTARA Orang /Kali 256.000,- 256.000,- 500.000,-
3 | RIAU Orang /Kali 101.000,- 101.000,- 500.000,-
4 | KEPULAWAN RIAU Orang /Kali 137.000,- 137.000,- 500.000,-
5 | JAMBI Orang /Kali 147.000,- 147.000,- 500.000,-
6 | SUMATRA BARAT Orang /Kali 190.000,- 190.000,- 500.000,-
7 | SUMATRA SELATAN Orang /Kali 154.000,- 154.000,- 500.000,-
8 | LAMPUNG Orang /Kali 167.000,- 167.000,- 500.000,-
9 | BENGKULU Orang /Kali 109.000,- 109.000,- 500.000,-
10 | BANGKA BELITUNG Orang /Kali 90.000,- 90.000,- 500.000,-
11 | BANTEN Orang /Kali 446.000,- 446.000,- 500.000,-
12 | JAWA BARAT Orang /Kali 166.000,- 166.000,- 500.000,-
13 | D.K.I. JAKARTA Orang /Kali 256.000,- 256.000,- 500.000,-
14 | JAWA TENGAH Orang /Kali 90.000,- 90.000,- 500.000,-
15 | D.I. YOGYAKARTA Orang /Kali 198.000,- 198.000,- 500.000,-
16 | JAWA TIMUR Orang /Kali 194.000,- 194.000,- 500.000,-
17 | BALI Orang /Kali 189.000,- 189.000,- 500.000,-
18 | NUSA TENGGARA BARAT | Orang /Kali 231.000,- 231.000,- 500.000,-
19 | NUSA TENGGARA TIMUR | Orang /Kali 116.000,- 116.000,- 500.000,-
20 | KALIMANTAN BARAT Orang /Kali 142.000,- 142.000,- 500.000,-
21 | KALIMANTAN TENGAH Orang /Kali 134.000,- 134.000,- 500.000,-
22 | KALIMANTAN TIMUR Orang /Kali 533.000,- 533.000,- 500.000,-
23 | KALIMANTAN UTARA Orang /Kali 218.000,- 218.000,- 500.000,-
24 | SULAWESI UTARA Orang /Kali 138.000,- 138.000,- 500.000,-
25 | GORONTALO Orang /Kali 240.000,- 240.000,- 500.000,-
26 | SULAWESI BARAT Orang /Kali 313.000,- 313.000,- 500.000,-
27 | SULAWESI SELATAN Orang /Kali 166.000,- 166.000,- 500.000,-
28 | SULAWESI TENGAH Orang /Kali 165.000,- 165.000,- 500.000,-
29 | SULAWESI TENGGARA Orang /Kali 171.000,- 171.000,- 500.000,-
30 | MALUKU Orang /Kali 240.000,- 240.000,- 500.000,-
31 | MALUKU UTARA Orang /Kali 215.000,- 215.000,- 500.000,-
32 | PAPUA Orang /Kali 431.000,- 431.000,- 500.000,-
33 | PAPUA BARAT Orang /Kali 196.000,- 196.000,- 500.000,-




H.
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STANDAR BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

PELAKSANA LUAR DAERAH/ DALAM DAERAH/
No. | PERJALANAN DINAS KABUPATEN KABUPATEN
(Rp) (Rp)
BUPATI/WAKIL
1. BUPATI/PIMPINAN 250.000,- 125.000,-
DPRD
ANGGOTA DPRD
2. DAN PEJABAT 150.000,- 75.000,-
ESELON II
FASILITAS TRANSPORTASI
No PELAKSANA MODA TRANSPORTASI
" | PERJALANAN DINAS | PESAWAT | Kapal laut | Kereta api/bus
PEJABAT NEGARA
1 (BUPATI/WAKIL Bisnis | VIE/ Ilielas I'| spesial /Ekskutif
BUPATI)
PIMPINAN DAN ) .
2 ANGGOTA DPRD Ekonomi Kelas I b Eksekutif
PEJABAT ) .
3 ESELON II Ekonomi Kelas I b Eksekutif
PEJABAT ESELON
III, ESELON IV/ ) .
4 GOLONGAN III/11/1 Ekonomi Kelas IT a Eksekutif
dan yang lainnya
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STANDAR BIAYA SEWA KENDARAAN BAGI PEJABAT NEGARA (BUPATI DAN
WAKIL BUPATI)
No PROVINSI SATUAN BIAYA (Rp)
1 | ACEH DARUSALAM PERHARI 766.000,-
2 | SUMATERA UTARA PERHARI 702.000,-
3 | RIAU PERHARI 788.000,-
4 | KEPULAWAN RIAU PERHARI 820.000,-
5 | JAMBI PERHARI 702.000,-
6 | SUMATERA BARAT PERHARI 691.000,-
7 | SUMATERA SELATAN PERHARI 691.000,-
8 | LAMPUNG PERHARI 691.000,-
9 | BENGKULU PERHARI 702.000,-
10 | BANGKA BELITUNG PERHARI 766.000,-
11 | BANTEN PERHARI 691.000,-
12 | JAWA BARAT PERHARI 702.000,-
13 | D.K.I. JAKARTA PERHARI 702.000,-
14 | JAWA TENGAH PERHARI 691.000,-
15 | D.I. YOGYAKARTA PERHARI 702.000,-
16 | JAWA TIMUR PERHARI 691.000,-
17 | BALI PERHARI 788.000,-
18 | NUSA TENGGARA BARAT PERHARI 788.000,-
19 | NUSA TENGGARA TIMUR PERHARI 799.000,-
20 | KALIMANTAN BARAT PERHARI 777.000,-
21 | KALIMANTAN TENGAH PERHARI 820.000,-
22 | KALIMANTAN SELATAN PERHARI 702,000,-
23 | KALIMANTAN TIMUR PERHARI 809.000,-
24 | KALIMANTAN UTARA PERHARI 809.000,-
25 | SULAWESI UTARA PERHARI 799.000,-
26 | GORONTALO PERHARI 734.000,-
27 | SULAWESI BARAT PERHARI 702.000,-
28 | SULAWESI SELATAN PERHARI 691.000,-
29 | SULAWESI TENGAH PERHARI 766.000,-
30 | SULAWESI TENGGARA PERHARI 766.000,-
31 | MALUKU PERHARI .025.000,-
32 | MALUKU UTARA PERHARI 971.000,-
33 | PAPUA PERHARI 354.000,-
34 | PAPUA BARAT PERHARI 130.000,-
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K. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

NO. KOTA SATUAN BIAYA TIKET (PP)
ASAL TUJUAN BISNIS (Rp) EKONOMI (Rp)

1 [JAKARTA AMBON 13.285.000,00 7.081.000,00
2  [JAKARTA BALIKPAPAN 7.412.000,00 3.797.000,00
3 [JAKARTA BANDA ACEH 7.519.000,00 4.492.000,00
4  {JAKARTA BANDAR LAMPUNG 2.407.000,00 1.583.000,00
5 |JAKARTA BANJARMASIN 5.252.000,00 2.995.000,00
6 |JAKARTA BATAM 4.867.000,00 2.888.000,00
7  UAKARTA BENGKULU 4.364.000,00| 2.621.000,00
8  |JAKARTA BIAK 14.065.000,00 7.519.000,00
9  |JAKARTA DENPASAR 5.305.000,00 3.262.000,00
10 JAKARTA GORONTALO 7.231.000,00 4.824.000,00
11 |JAKARTA JAMBI 4.065.000,00 2.460.000,00
12 |JAKARTA JAYAPURA 14.568.000,00 8. 193.000,00
13 |JAKARTA YOGYAKARTA 4.107.000,00| 2.268.000,00
14 |JAKARTA KENDARI 7.658.000,00| 4.182.000,00
15 |akarta KUPANG 9.413.000,00 5.081.000,00
16 JAKARTA MAKASSAR 7.444.000,00 3.829.000,00
17 |JAKARTA MALANG 4.599.000,00 2.69 5.000,00
18 |JAKARTA MAMUJU 7.295.000,00 4.867.000,00
19 |JAKARTA MANADO 10.824.000,00 5.102.000,00
20 [JAKARTA MANOKWARI 16.226.000,00 10.824.000,00
21 [JAKARTA MATARAM 5.316.000,00 3.230.000,00
22 |JAKARTA MEDAN 7.252.000,00 3.808.000,00
23 |JAKARTA PADANG 5.530.000,00 2.952.000,00
24 [|JAKARTA PALANGKARAYA 4.984.000,00 2.984.000,00
25 [JAKARTA PALEMBANG 3.861.000,00 2.268.000,00
26 [JAKARTA PALU 9.348.000,00 5.113.000,00
27 [JAKARTA PANGKAL PINANG 3.412.000,00 2.139.000,00
28 |JAKARTA PEKANBARU 5.583.000,00 3.016.000,00
29 |JAKARTA PONTIANAK 4.353.000,00 2.781.000,00
30 [JAKARTA SEMARANG 3.861.000,00 2.182.000,00
31 IJAKARTA SOLO 3.861.000,00 2.342.000,00
32 |JAKARTA SURABAYA 5.466.000,00 2.674.000,00
33 [JAKARTA TERNATE 10.001.000,00 6.664.000,00
34 |JAKARTA TIMIKA 13.830.000,00 7.487.000,00
35 |AMBON DENPASAR 8.054.000,00 4. 471.000,00
36 |AMBON UAYAPURA 7.434.000,00 4.161.000,00
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37 |AMBON KENDARI 4.824.000,00 2.856.000,00
38 |AMBON MAKASSAR 6.022.000,00 3.455.000,00
39 |AMBON MANO KWARI 5.177.000,00 3.027.000,00
40 |AMBON PALU 6.140.000,00 3.508.000,00
41 |AMBON SORONG 3.637.000,00 2.257.000,00
42 |AMBON SURABAYA 8.803.000,00 4.845.000,00
43 |AMBON TERNATE 4.022.000,00 2.449.000,00
44 |BALIKPAPAN BANDA ACEH 12.739.000,00 6.749.000,00
45 |BALIKPAPAN BATAM 10.354.000,00 5.305.000,00
46 |BALIKPAPAN DENPASAR 10.739.000,00 5. 648.000,00
47 |BALIKPAPAN JAYAPURA 19. 071. 000,00 10.086.000,00
48 BALIKPAPAN YOGYAKARTA 9.669.000,00 4.749.000,00
49 BALIKPAPAN MAKASSAR 12.664.000,00 6.150.000,00
50 [BALIKPAPAN MANADO 15.702.000,00 7.295.000,00
51 [BALIKPAPAN MEDAN 12.493.000,00 6.140.000,00
52 [BALIKPAPAN PADANG 10.942.000,00 5.369.000,00
53 [BALIKPAPAN PALEMBANG 9.445.000,00 4.749.000,00
54 BALIKPAPAN PEKANBARU 10.996.000,00 5.423.000,00
55 BALIKPAPAN SEMARANG 9.44 5.000,00 4.674.000,00
56 [BALIKPAPAN SOLO 9.445.000, 00 4.8 13.000,00
57 BALIKPAPAN SURABAYA 10.889.000,00 5. 113.000,00
58 [BALIKPAPAN TIMIKA 18.408.000,00 9.445.000,00
59 BANDA ACEH DENPASAR 10.835.000,00 6.279.000,00
60 |BANDA ACEH JAYAPURA 19.167.000,00 10.717.000,00
61 |BANDA ACEH YOGYAKARTA 9.765.000,00 5.380.000,00
62 |BANDA ACEH MAKASSAR 12.760.000,00 6.781.000,00
63 |BANDA ACEH MANADO 15.798.000,00 7.926.000,00
64 |BANDA ACEH PONTIANAK 9.990.000,00 5.840.000,00
65 BANDA ACEH SEMARANG 9.530.000,00 5.305.000,00
66 BANDA ACEH SOLO 9.530.000,00 5.444.000,00
67 BANDA ACEH SURABAYA 10.985.000,00 5.744.000,00
68 |BANDA ACEH TIMIKA 18.504.000,00 10.076.000,00
69 BANDAR LAMPUNG|BALIKPAPAN 8.129.000,00 4.129.000,00
70 BANDAR LAMPUNG|BANDA ACEH 8.225.000,00 4.760.000,00
71 BANDAR LAMPUNG|BANJARMASIN 6.193.000,00 3.412.000,00
72 BANDAR LAMPUNG|BATAM 5.840.000,00 3.316.000,00
73 BANDAR LAMPUNG BIAK 14.119.000,00 7.487.000,00
74 BANDAR LAMPUNG|DENPASAR 6.236.000,00 3.647.000,00
75 BANDAR LAMPUNGJAYAPURA 14.568.000,00 8.097.000,00
76 BANDAR LAMPUNG|YOGYAKARTA 5.155.000,00 2. 760.000,00
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77 BANDAR LAMPUNG|KENDARI 8.354.000,00 4.482.000,00
78 BANDAR LAMPUNGMAKASSAR 8.161.000,00 4.16 1.000,00
79 BANDAR LAMPUNG|MALANG 5.594.000,00 3.134.000,00
80 BANDAR LAMPUNGMANADO 11. 199.000,00 5.305.000,00
81 BANDAR LAMPUNG|MATARAM 6.246.000,00 3.626.000,00
82 BANDAR LAMPUNGMEDAN 7.979.000,00 4.150.000,00
83 BANDAR LAMPUNG|PADANG 6.439.000, 00 3.380.000,00

84BANDAR LAMPUNG|PALANGKARAYA 5.947.000,00 3.401 .000,00
85[BANDAR LAMPUNG [PALEMBANG 4.931.000,00 2.760.000,00
86|BANDAR LAMPUNG[PEKANBARU 6.482.000,00 3.433.000,00
87BANDAR LAMPUNG|PONTIANAK 5.380.000,00 3.220. 000, 00
88[BANDAR LAMPUNG|SEMARANG 4.93 1.000,00 2.685.000, 00
89[BANDAR LAMPUNG|SOLO 4.93 1.000,00 2.824.000,00
90 BANDAR LAMPUNG|SURABAYA 6.386.000,00 3. 123.000,00
91 |BANDAR LAMPUNG(TIMIKA 13.905.000,00 7.455.000,00
92[BANDUNG BATAM 6.289.000,00 3.583.000,00
93[BANDUNG DENPASAR 5.626.000,00 3.252.000, 00
94 BANDUNG Jakarta 2.064.000,00 1.476.000,00
95BANDUNG JAMBI 5.006. 000,00 2.94 1.000,00
96BANDUNG YOGYAKARTA 3.369.000,00 2. 129.000,00
97BANDUNG PADANG 6. 129.000,00 3.508.000,00
98BANDUNG PALEMBANG 4.385.000,00 2.631.000,00
99[BANDUNG PANGKAL PINANG 4.599.000,00 2.738.000,00
100[BANDUNG PEKANBARU 6.525.000,00 3.70 1.000,00
101[BANDUN G SEMARANG 3.027. 000,00 1.957.000,00
102[BANDUNG SOLO 3.647. 000,00 2.268.000,00
103]BANDUNG SURABAYA 4.824.000,00 2.856.000,00
104[BANDUNG TANJUNG PANDAN 4.439.000,00 2.663.000,00
105BANJARMASIN BANDA ACEH 10.792.000,00 6.02 2.000,00
106[BANJARMASIN BATAM 8.407.000,00 4.578.000, 00
107|[BANJARMASIN BIAK 16.686.000,00 8. 749.000,00
108 BANJARMASIN DENPASAR 8.792.000, 00 4.920.000,00
109[BANJARMASIN JAYAPURA 17.135.000,00 9.359.000,00
110[BANJARMASIN YOGYAKARTA 7.723.000,00 4.0'22.000,00
111|BANJARMASIN MEDAN 10.546.000,00 5.4 12.000,00
112[BANJARMASIN PADANG 9.006.000,00 4.642.000,00
113BANJARMASIN PALEMBANG 7.498.000,00 4.022.000,00
114 BANJARMASIN PEKANBARU 9.049.000, 00 4.696.000,00
115BANJARMASIN SEMARANG 7.498.000, 00 3.958.000,00
116[BANJARMASIN SOLO 7.498.000,00 4.097.000,00
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117 BANJARMASIN SURABAYA 8.942. 000,00 4.385.000,00
118 BANJARMASIN TIMIKA 16.472.000,00 8.717.000,00
119|BATAM BANDA ACEH 10.439.000,00 5.936.000,00
120  BATAM DENPASAR 8.450.000,00 4.824.000,00
121|BATAM JAYAPURA 16.782.000,00 9.263.000,00
122|BATAM YOGYAKARTA 7.370.000,00 3.936.000,00
123  BATAM MAKASSAR 10.375.000,00 5.337.000,00
124 |BATAM MANADO 13.413.000,00 6.482.000,00
125 BATAM MEDAN 10. t93.000,00 5.316.000,00
126 |BATAM PADANG 8.653.000,00 4.546.000,00
127|BATAM PALEMBANG 7.145.000,00 3.936.000,00
128 |BATAM PEKANBARU 8.707.000,00 4.599.000,00
129|BATAM PONTIANAK 7.594.000,00 4.396.000,00
130|BATAM SEMARANG 7.145.000,00 3.861.000,00
131 |BATAM SOLO 7. 145.000,00 4.000.000,00
132 BATAM SURABAYA 8.600.000,00 4.300.000,00
133 BATAM TIMIKA 16.119.000,00 8.621.000,00
I34 BENGKULU PALEMBANG 2.899.000,00 1.893.000,00
135 BIAK BALIKPAPAN 18.622.000,00 9.477.000,00
136 BIAK BANDA ACEH 18.718.000,00 10.108.000,00
137 BIAK BATAM 16.333.000,00 8.664.000,00
138 |BIAK DENPASAR 16.729.000,00 8.995.000,00
139 BIAK JAYAPURA 3.615.000,00 2.321.000,00
140 BIAK YOGYAKARTA 15.648.000,00 8.108.000,00
141 BIAK MANADO 11.734.000,00 6.353.000,00
142|BIAK MEDAN 18.472.000,00 9.498.000,00
143|BIAK PADANG 16.932.000,00 8.028.000,00
144 BIAK PALEMBANG 15. 424.000,00 8.108.000,00
145 BIAK PEKANBARU 16. 985.000,00 8.781.000,00
146 BIAK PONTIANAK 15.873.000,00 8.568.000,00
147 BIAK SURABAYA 12.782.000,00 7.08 1.000,00
148 BIAK TIMIKA 5.808.000,00 3.444.000,00
149 DENPASAR JAYAPURA 11.680.000,00 6.845.000,00
150 DENPASAR KUPANG 5.091.000,00 2.952.000,00
151 DENPASAR MAKASSAR 4.182.000, 00 2.631.000,00
152 DENPASAR MANADO 7.851.000,00 4.278.000,00
153 DENPASAR MATARAM 1.840.000,00 1.390.000,00
154 DENPASAR MEDAN 10.589.000,00 5.658.000,00
155 DENPASAR PADANG 9.049.000,00 4.888.000,00
156 DENPASAR PALANGKARAYA 8.557.000,00 4.909.000,00
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157 DENPASAR PALEMBANG 7.541.000,00 4. 278.000,00
158 DENPASAR PEKANBARU 9.092.000,00 4.942.000,00
159 DENPASAR PONTIANAK 7.990.000,00 4.738.000,00
160 DENPASAR TIMIKA 10.140.000,00 6. 129.000,00
161 JAMBI BALIKPAPAN 7.733.000,00 4.407.000,00
162 JAMBI BANJARMASIN 7.690.000,00 4. 193.000,00
163 JAMBI DENPASAR 7.733.000,00 4.439.000,00
164 JAMBI YOGYAKARTA 6.653.000,00 3.55 1.000,00
165 JAMBI KUPANG 11. 434.000,00 6.07 5.000,00
166 JAMBI MAKASSAR 9.659.000,00 4.952.000,00
167 JAMBI MALANG 7.09 1.000,00 3.925.000,00
168 JAMBI MANADO 12. 707.000,00 6.097.000,00
169 JAMBI PALANGKARAYA 7.444.000,00 4. 193.000, 00
170 JAMBI PONTIANAK 6.878.000,00 4.0 11.000,00
171 JAMBI SEMARANG 6.428.000, 00 3.476. 000,00
172 JAMBI SOLO 6.428.000,00 3.615.000,00
173 JAMBI SURABAYA 7.883.000,00 3.9 15.000,00
174 JAYAPURA YOGYAKARTA 13.274. 000,00 7.690. 000,00
175 JAYAPURA MANADO 22.109.000,00 11. 263.000,00
176 JAYAPURA MEDAN 18.932.000,00 10.097.000,00
177 JAYAPURA PADANG 17.381.000,00 9. 327.000,00
178 JAYAPURA PALEMBANG 15.873.000,00 8.717.000,00
179 JAYAPURA PEKANBARU 17.435.000,00 9.380.000,00
180 JAYAPURA PONTIANAK 16.322.000,00 9.177.000,00
181 JAYAPURA TIMIKA 3.6 15.000,00 2.289.000,00
182 YOGYAKARTA DENPASAR 3.861.000,00 2.481.000,00
183 YOGYAKARTA MAKASSAR 6.525.000,00 3.893.000,00
184 YOGYAKARTA MANADO 10.536.000,00 5.722.000,00
185 YOGYAKARTA MEDAN 9.519.000,00 4.770.000, 00
186 YOGYAKARTA PADANG 7.969.000,00 4.000.000,00
187 YOGYAKARTA PALEMBANG 6.460.000,00 3.380.000,00
188 YOGYAKARTA PEKANBARU 8.02 2.000,00 4.054.000,00
189 YOGYAKARTA PONTIANAK 6.910.000,00 3.840.000,00
190 YOGYAKARTA TIMIKA 11.894.000,00 7.038.000,00
191 KENDARI BANDA ACEH 12.953.000,00 7.102.000,00
192 KENDARI BATAM 10.568.000,00 5.658.000, 00
193 KENDARI DENPASAR 5.455. 000,00 3.273.000,00
194 KENDARI YOGYAKARTA 8.129.000,00 4.706.000,00
195 KENDARI PADANG 11.16T.000,00 5.722.000,00
196 KENDARI PALEMBANG 9.659.000, 00 5.102.000,00
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197 KENDARI PEKANBARU 11.220.000,00 5.776.000,00
198 KENDARI SEMARANG 9.659.000,00 5.027.000,00
199 KENDARI SOLO 9.659.000,00 5.166.000,00
200 KENDARI SURABAYA 11.103.000,00 5.466.000,00
201 KENDARI TIMIKA 18.633.000,00 9.798.000,00
202 KUPANG JAYAPURA 14.386.000,00 8. 108.000,00
203 KUPANG YOGYAKARTA 7.348.000,00 4.182.000,00
204 KUPANG MAKASSAR 7.637.000,00 4.311.000,00
205 KUPANG MANADO 11.648.000,00 6.140.000,00
206 KUPANG SURABAYA 6.749.000,00 3.722.000,00
207 MAKASSAR BIAK 8.493.000,00 4.931.000,00
208 MAKASSAR JAYAPURA 10.193.000,00 5.787.000,00
209 MAKASSAR KENDARI 2.663.000,00 1.786.000,00
210 MAKASSAR MANADO 5.327.000, 00 2.909.000,00

211 MAKASSAR TIMIKA 11.723.000,00 6.567.000,00
212 MALANG BALIKPAPAN 10.108.000,00 5.134.000,00

213 MALANG BANDA ACEH 10.204. 000,00 5.76 5.000,00

214 MALANG BANJARMASIN 8.161.000,00 4.407.000,00

215 MALANG BATAM 7.819.000,00 4.311.000,00

216 MALANG BIAK 16.087.000,00 8.482.000,00

217 MALANG JAYAPURA 16.536.000,00 9.092.000,00

218 MALANG KENDARI 10.322.000,00 5.487.000,00

219] MALANG MAKASSAR 10.129.000,00 5.166.000,00

2200 MALANG MANADO 13. 167.000,00 6.311.000,00

221 MALANG MEDAN 9.958.000,00 5.145.000,00

222 MALANG PADANG 8.418.000,00 4.385.000,00

223 MALANG PALANGKARAYA 7.9 15.000,00 4.407.000,00

224 MALANG PALEMBANG 6.899.000,00 3.765.000,00

225 MALANG PEKANBARU 8.46 1.000,00 4.439.000,00

226 MALANG TIMIKA 15.873.000,00 8.461.000,00

227 MANADO MEDAN 15.552.000,00 7.316.000,00

228 MANADO PADANG 14.012.000,00 6.546.000,00

229 MANADO PALEMBANG 12.504.000,00 5. 926.000,00

230 MANADO PEKANBARU 14.055000,00 6.599.000,00

231 MANADO PONTIANAK 12.953.000,00 6.396.000,00

232 MANADO SEMARANG 12.504.000,00 5.851.000,00

233 MANADO SOLO 12.504.000,00 5.990.000,00

234 MANADO SURABAYA 9.937.000,00 5.262.000,00

235 MANADO TIMIKA 16.183.000,00 8.995.000,00

2360 MATARAM BALIKPAPAN 10.750.000,00 5.6 15.000,00
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237 MATARAM BANDA ACEH 10.846.000,00 6.246.000,00
238] MATARAM BANJARMASIN 8.803. 000,00 4.888.000,00
239 MATARAM BATAM 8.46 1.000,00 4.803.000,00
240 MATARAM BIAK 11.552.000,00 6.546.000,00
241 MATARAM JAYAPURA 13.092.000,00 7.327.000,00
242| MATARAM YOGYAKARTA 4.4 17.000,00 2.781.000,00
243 MATARAM MAKASSAR 4.717.000,00 2.909.000,00
244| MATARAM MANADO 8.717.000,00 4.738.000, 00
245 MATARAM MEDAN 10.600.000,00 5.637.000,00
246| MATARAM PADANG 9.060.000,00 4.867.000,00
247| MATARAM PALEMBANG 7.55 1.000,00 4.246.000,00
248| MATARAM PEKANBARU 9.102.000,00 4.909.000,00
249 MATARAM PONTIANAK 8.001.000,00 4.706.000,00
250 MATARAM SURABAYA 3.829.000,00 2.32 1.000,00
251| MEDAN BANDA ACEH 3.466. 000,00 2. 193.000,00
252| MEDAN MAKASSAR 12.514.000,00 6. 172.000,00
253| MEDAN PONTIANAK 9.733.000,00 5. 230.000,00
254| MEDAN SEMARANG 9.284.000,00 4.696.000,00
255/ MEDAN SOLO 9.284.000, 00 4.835.000,00
256| MEDAN SURABAYA 10.739.000,00 5.134.000,00
257| MEDAN TIMIKA 18. 258.000,00 9.455.000,00
258| PADANG MAKASSAR 10.974.000,00 5.402.000,00
259 PADANG PONTIANAK 8.193.000,00 4.460.000,00
260| PADANG SEMARANG 7.744.000,00 3.925.000,00
261| PADANG SOLO 7.744.000,00 4. 065 . 000, 00
262| PADANG SURABAYA 9.199.000,00 4. 364. 000, 00
263| PADANG TIMIKA 16.718.000,00 8.685.000,00
264| PALANGKARAYA BANDA ACEH 10.546.000,00 6.022.000,00
265 PALANGKARAYA BATAM 8.161.000,00 4.578.000,00
266 PALANGKARAYA YOGYAKARTA 7.477.000,00 4.022.000,00
267| PALANGKARAYA MATARAM 8.557.000,00 4.888.000,00
268 PALANGKARAYA MEDAN 10.300.000,00 5.412.000,00
269 PALANGKARAYA PADANG 8.760.000,00 4.642.000,00
270| PALANGKARAYA PALEMBANG 7.252.000,00 4.02 2.000,00
271 PALANGKARAYA PEKANBARU 8.803.000,00 4.696.000,00
272 [PALANGKARAYA SEMARANG 7.252.000, 00 3.947.000,00
273 [PALANGKARAYA SOLO 7.252.000,00 4.086.000,00
274 [PALANGKARAYA SURABAYA 8.696.000,00 4.385.000,00
275 [PALEMBANG BALIKPAPAN 9.894.000,00 5. 220.000,00
276 [PALEMBANG MAKASSAR 9.466.000,00 4.78 1.000,00
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277 [PALEMBANG PONTIANAK 6. 685. 000, 00 3.840. 000, 00
278 PALEMBANG SEMARANG 6.236.000,00 3.305.000,00
279 [PALEMBANG SOLO 6.236.000,00 3.444.000,00
280 [PALEMBANG SURABAYA 7.690.000,00 3.744.000,00
281 [PALEMBANG TIMIKA 15.210.000,00 8.076.000,00
282 |PALU MAKASSAR 4.268.000,00 2.578.000,00
283 [PALU POSO 1.957.000,00 1.423.000,00
284 [PALU SORONG 6.878.000,00 3.883.000,00
285 [PALU SURABAYA 6.878.000,00 3.883.000,00
286 |PALU TOLI-TOLI 2.941.000,00 1.915.000,00
287 |PANGKAL PINANG BALIKPAPAN 9.038.000,00 4.631.000,00
288 |PANGKAL PINANG BANJARMASIN 7.091.000,00 3.915.000,00
289 |IPANGKAL PINANG BATAM 6.739.000,00 3.818.000,00
290 |PANGKAL PINANG YOGYAKARTA 6.065.000,00 3.262.000,00
291 [PANGKAL PINANG MAKASSAR 9.060.000,00 4.663.000,00
292 |IPANGKAL PINANG MANADO 12.097.000,00 5.808.000,00
293 [PANGKAL PINANG MEDAN 8. 888. 000,00 4 653. 000, 00
294 PANGKAL PINANG PADANG 7.337.000,00 3.883.000,00
295 |PANGKAL PINANG PALEMBANG 5.829.000,00 3.262.000,00
296 PANGKAL PINANG PEKANBARU 7.391.000,00 3.936.000,00
297 |PANGKAL PINANG PONTIANAK 6.279.000,00 3.733.000,00
298 [PANGKAL PINANG SEMARANG 5.829.000,00 3.187.000,00
299 [PANGKAL PINANG SOLO 5.829.000,00 3.326.000,00
300 [PANGKAL PINANG SURABAYA 7.284.000,00 3.626.000,00
301 |PEKANBARU PONTIANAK 8.247.000,00 4.514.000,00
302 [PEKANBARU SEMARANG 7.797.000,00 3.979.000,00
303 PEKANBARU SOLO 7.797.000,00 4.118.000,00
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304 [PEKANBARU SURABAYA 9. 241.000,00 4.407.000,00
305 |PEKANBARU TIMIKA 16.771.000,00 8.739.000,00
306 |PONTIANAK MAKASSAR 9.915.000,00 5.241.000,00
307 |PONTIANAK SEMARANG 6.685.000,00 3.765.000,00
308 [PONTIANAK SOLO 6.685.000,00 3.904.000,00
309 [PONTIANAK SURABAYA 8.140.000,00 4.204.000,00
3 10|PONTIANAK TIMIKA 15.659.000,00 8.535.000,00
311[SEMARANG MAKASSAR 9.466.000,00 4.706.000,00
312|SOLO MAKASSAR 9.466.000,00 4.845.000,00
313 [SURABAYA DENPASAR 3.198.000,00 1.979.000,00
314 SURABAYA JAYAPURA 12.675.000,00 7.231.000,00
315SURABAYA MAKASSAR 5.936.000,00 3.433.000,00
316 [SURABAYA TIMIKA 11.295.000,00 6.589.000,00

v Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri
dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket
pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung
dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
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L. STANDAR BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH PELAKSANA PERJALANAN DINAS

PEJABAT
No. URAIAN NEGARA TINGKAT A TINGKAT B TINGKAT C TINGKAT D
BIAYA PEMETIAN Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.000.000,-
1. Rp. 4.500.000,- | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.000.000,- | = P P
BIAYA .
2| PENGANGKUTAN Rill cost

Salinan sesuai dengan aslinya
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